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1026880/jeki.v1il.4 yang dapat diunduh pada tautan
http:/filmiah.id/index php/ieki/article/download/4/3

i. Telah ada tulisan ilmiah yang membahas dokter aktif
di multi level marketing yang ditulis oleh tiga orang
pengurus MKEK Pusat dan telah diterbitkan dalam
Jumal Etika Kedokteran Indonesia maret 2018 yang
lalu, yaitu Prawirocharjo P, Baharuddin M, Permana Y.
Dokter aktif di multi level marketing (MLM) dengan
produk yang mengklaim manfaat kesehatan atau
penyembuhan, bolehkah? JEKI. 2018;2(2):41-44
Doi: 1026880/jeki.v2il2.14 yang dapat diunduh pada
tautan
http:/fiimiah. id/index. php/jeki/article/download/17/16

-

Pemenkes no 1787/Menkes/PER/XII/2010

2. Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 3 dan pasal 6
beserta seluruh penjelasan pasalnya.

3. Artikel Prawircharjo P, Meilia PDI. Dokter beriklan:
sebuah tinjauan menurut kode etik kedokteran Indonesia
(KODEKI) tahun 2012. JEKI. 2017;1(1):13-17. Doi
1026880/jeki.v1il.4;
http://ilmiah id/index php/jeki/article/download/4/3

4. Artikel Prawiroharjo P, Baharuddin M, Permana Y. Dokter

aktif di multi level marketing (MLM) dengan produk yang

mengklaim manfaat kesehatan atau penyembuhan,
bolehkah? JEKI. 2018;2(2):41-44. Doi:

1026880/jeki.v2ilZ 14,

http:/filmiah.id/index php/jeki/article/download/17/18

MEMUTUSKAN

Fatwa etika dokter berklan dan multi level marketing
sebagaimana termaktub dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dan Surat Keputusan MKEK ini.
Fatwa etika beriklan dan multi level marketing ini mengikat
seluruh Dokter Indonesia. MKEK semua tingkatan
berwenang melakukan sosialisasi fatwa baik pada masa
sosialisasi 29 Juli 2020 - 28 Januari 2021 maupun
setelahnya.

MKEK IDI Pusat, MKEK 1DI Wilayah, MKEK IDI Cabang, dan
Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis agar mengawal
penerapan keputusan ini sebaik-baiknya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sesuai keperluannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2020
Sekretaris,
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TENTANG FATWA ETIKA DOKTER BERIKLAN DAN MULTI LEVEL MARKETING

1. Dokter Indonesia harus sepenuhnya menyadan bahwa tampilnya sosok dokter
pada iklan suatu produk dapat berpotensi dipersepsi masyarakat bahwa produk
tersebut telah terbukti secara uji klinis dan mendatangkan manfaat yang demikian
besar. Bila suatu obat yang telah nyata terbukti secara uji klinis saja dokter harus
terukur dalam memberikan informasi pada kegiatan seminar profesi kedokteran
yang segmen pemerhatinya ialah sesama kalangan profesi dokter, apalagi pada
produk yang belum terbukti secara uji klinis terlebih jika segmen pemerhatinya
ialah masyarakat awam.

2. Dokter Indonesia dan organisasi profesi dokter Indonesia dilarang tampil dalam
iklan yang terang-terangan mempromosikan produk yang memiliki kiaim
penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran dalam media
apapun. Kecuali dokter tersebut telah mendeklarasikan diri kepada publik telah
keluar dar profesi dokter, membatalkan sumpah kedokteran yang telah
diikrarkannya, dan bersedia dicabut gelar profesinya sebagai dokter.

3. Jika sebelum fatwa ini ditetapkan, seorang dokter Indonesia dan organisasi
profesi dokter Indonesia telah tampil dalam iklan dengan kategon tersebut, agar
dokter segera mengakhiri kontrak iklan dengan cara yang baik dan membuat surat
permintaan penghentian penayangan iklan tersebut dan diinformasikan secara
administratif kepada jajaran MKEK dan IDI.

4. Dokter dan organisasi profesi kedokteran dapat terlibat dalam iklan edukasi
layanan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Arikel edukasi layanan masyarakat dibuat dengan niat tujuan mendidik
masyarakat untuk hidup sehat, bukan untuk tujuan mempromosikan penjualan
produk tertentu.

b. Karena menyandang nama “edukasi” maka iklan tersebut isinya harus
berimbang, objektif, bersifat mendidik, tidak menakut-nakuti, dan melanggar
norma kepantasan/kesusilaan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

c. Artikel edukasi disusun oleh orang-orang yang kompeten, bebas dar konflik
kepentingan, dan harus objektif.

d. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, biaya kerja
untuk penulisan artikel edukasi tidak boleh disampaikan oleh sponsor
langsung ke penulis artikel, tetapi hanya diperbolehkan melalui perhimpunan
profesi.

e. Apabila iklan edukasi layanan masyarakat ini mendapatkan sponsor, maka
perlu dipastikan bahwa sponsor sama sekali tidak boleh ikut campur dalam
penyusunan tulisan edukasi. Sponsor hanya diperbolehkan sebatas
menampilkan logonya dengan keterangan turut mendukung isi dari iklan
edukasi layanan masyarakat tersebut.

f. Supaya memenuhi kaidah penilaian etik kedokteran yang baik dan akuntabel,
agar iklan edukasi layanan masyarakat yang mendapatkan sponsor
dikonsultasikan kepada MKEK IDItingkat Pusat atau wilayah, atau Dewan Etik
PDSp.
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Halaman 2

5. Dalam publikasi informasi kegiatan P2KB baik yang dilaksanakan secara luring
maupun darng, baik yang ditujukan sebagai kegiatan P2KB internal profesi
kedokteran maupun kepada masyarakat, diperbolehkan menampilkan fotodin
dokter secara tidak berlebihan, pencantuman gelar dokter hanya yang diakui
aturan gelar di pendidikan tinggi, dan dapat disandingkan dengan logo organisasi
profesinya apabila diperukan. Dalam tampil sebagai narasumber/moderator
kegiatan P2KB baik yang ditujukan sebagai kegiatan P2KB internal dokter
maupun kepada masyarakat, dokter harus menghindarkan diri dari mengajak
pemakaian obat atau produk kesehatan lain, memberikan keterangan superatif
yang sifatnya pamer, memuji diri, atau komparatif yang bersifat merendahkan
dokter/fasyankes lain.

6. Dalam publikasi kegiatan P2KB untuk masyarakat baik secara luring maupun
daring, harus lebih ditonjolkan konten yang akan disajikan daripada citra dokter
penyaji makalah.

7. Publikasi informasi terkait praktek dokter dapat memberi keterangan informasi
terkait praktek, jadwal, dan tarif layanan namun hanya terbatas melalui media
informasi intemal di klinik/RS, laman daring dan akun media sosial internal
kiinik/RS tersebut. Dokter diperbolehkan memberikan informasi terkait hal
tersebut hanya apabila ditanya dalam suatu kegiatan P2KB.

8. Dalam melakukan sosialisasi terhadap temuan baru, dokter waijib hanya
menggunakan forum dan media iimiah untuk sosialisasi temuan tersebut hingga
masyarakat iimiah profesi dan atau lembaga yang berwenang telah mensahkan
manfaat temuan tersebut melalui penelitian yang valid.

9. Dokter Indonesia dapat tampil dalam iklan produk yang tidak memiliki klaim
penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran namun dengan
melepaskan seluruh atribut profesi dokter, tidak menyebut atau disebutkan
sebagai dokter, serta harus melepaskan atribut dan logo organisasi profesi
kedokteran.

10. Organisasi profesi kedokteran diperbolehkan bekerjasama dengan perusahaan
pemasaran atau produsen suatu produk yang tidak memiliki klaim penyembuhan
penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran sepanjang dokter dan
perhimpunan dokter dapat memelihara kebebasan profesi dan tidak dipengaruhi
oleh pemberian kemudahan dar perusahaan mitra. Pemberian kemudahan dari
perusahaan mitra berupa fasilitas khusus, diskon khusus, atau kemudahan lain
harus bersifat volunterftidak memaksa anggota organisasi profesinya untuk
mendapatkan/menggunakan produk tersebut. Sebaiknya logo organisasi profesi
tidak ditampilkan dalam media iklan produk.
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ey g berpihak, beriktikad buruk, palsu, menipu, menghasut dan menyesatkan

o mencampuradukan fakta dan opini pribadi, menonjolkan unsur kekerasan,
Divis| Fatwa Etika Kedokteran -
AN mempertentangkan suku, agama ras dan antar golongan, serta membuat berita
il B S bohong, fitnah, sadis dan cabul.
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